BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu struktur masyarakat yang menonjol di abad dua puluh satu ini adalah tiada
hari tanpa pers. Kehidupan dewasa ini, terutama setelah perang dunia Il, manusia hampir
tidak bisa lagi melepaskan diri dari keterkaitan pengaruh pers. Sebagai media massa yang
menyodorkan hampir semua macam informasi selama 24 jam terus menerus, pers
membawa dampak yang sangat luas terhadap pola tingkah laku manusia. Hal ini seiring
dengan pendapat James Reston, seorang wartawan dari New York Times, mengatakan
bahwa abad ke-19 merupakan “abad novelis” sedang abad-20 merupakan abad wartawan
modern”. Perkembangan baru yang dialami oleh seluruh dunia tidak terkecuali dunia
ketiga, yakni lazim di sebut sebagai revolusi komunikasi dan informasi dengan
perwujudan fisiknya yang semakin canggih (sophisticated). Perkembangan dan kemajuan
media cetak khususnya pers, semakin jauh terlibat ke dalam revolusi teknologi komunikasi
dan informasi. Perkembangan dan kemajuan penerbitan pers di Indonesia pun diwarnai
oleh revolusi tersebut yang sering pula di juluki “era informasi” dan sudah lebih dari satu
dasawarsa Indonesia lepas dari kungkungan pemerintahan yang otoriter, dimana semua

kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat dibatasi.
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Tentu saja hal ini membawa perubahan dan angin segar bagi kehidupan yang lebih
demokratis di bangsa ini yang dapat dirasakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 28
Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Amandemen, pada pasal itu disebutkan mengenai
kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di muka umum.
Selain masyarakat, perubahan ini pada akhirnya juga berpengaruh terhadap beberapa
sektor kehidupan, dan salah satunya tentu saja dirasakan oleh dunia pers di Indonesia.
Seperti yang telah diketahui selama ini, bahwa di jaman orde baru, kehidupan pers di
Negara Indonesia seolah terkungkung dalam berbagai bentuk batasan peraturan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah di jaman itu. Pers, dalam hal ini surat kabar harian, secara
tidak langsung tidak dapat menjalankan fungsinya, yaitu sebagai anjing pengawas
(watchdog) atau sebagai pengontrol kinerja pemerintah.

Selain itu, surat kabar harian di Indonesia pada masa itu kurang dapat memberikan
masukan ataupun kritikan yang jelas dan tajam terhadap kinerja pemerintah di jaman itu.
Kalaupun memang ada, itu hanya beberapa, dan pada akhirnya media itu akan dibredel,
seperti kasus Tempo dan Detik®. Hal tersebut di atas merupakan sebuah bayangan dan
gambaran kehidupan pers di jaman orde baru, dan tentu saja semua itu berbeda dengan
kehidupan di jaman sekarang ini. Setelah tumbangnya orde baru, kehidupan pers Indonesia
bertransformasi menjadi salah satu sektor yang diberikan kebebasan. Apalagi, tidak lama
setelah orde baru tumbang, pemerintahan di era reformasi ini telah ditetapkan Undang-
Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers, yang berisikan mengenai jaminan kebebasan

bagi pers untuk berpendapat, dimana pada pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa kemerdekaan pers

L Tempo.co, “ 19 Tahun Pembredelan Majalah Tempo “, diakses dari
https://www.tempo.co/read/kolom/2013/06/21/755/19-tahun-pembredelan-majalah-tempo, 15 Jul. 16 Pukul
15.59 PM
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dijamin sebagai hak asasi warga negara. Tentu saja, dengan adanya Undang-Undang ini,
pers diharapkan dapat lebih kritis dan tegas dalam mengawal pemerintahan, agar dapat
berjalan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
yang dimana menjadi transparan dan jelas sistem pemerintahan yang berjalan.

Sikap kritis dan tegas pers dapat dilihat dari editorial pemberitaannya atau yang
masyarakat lebih biasa mengenal dengan nama tajuk rencana (editorial content). Tajuk
rencana adalah salah satu bentuk opini yang lazim ditemukan dalam surat kabar, majalah,
atau tabloid. Secara teknik jurnalistik, tajuk rencana dapat diartikan sebagai opini yang
berisi aspirasi, pendapat, dan sikap resmi suatu media pers terhadap persoalan potensial,
fenomenal, aktual, dan atau kontroversial yang terjadi di dalam masyarakat. Karakter dan
kepribadian pers tercermin dalam tajuk rencana, keberadaan tajuk rencana secara tidak
langsung akan diketahui mengenai sikap dan pemikiran yang dimiliki oleh sebuah media.
Hal ini secara tidak langsung akan mengetahui independensi yang dimiliki oleh media
tersebut dalam berpendapat. Pertanggung jawaban kehidupan yang demokratis harus
terjamin, begitupula sistem penyelenggarakan negara yang transparan harus berfungsi
mewujudkan keadilan dan kebenaran. Kemerdekaan Pers dalam mencari dan
menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan kebebasan yang
diperolen dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh
informasi.” 2 Sehubungan dengan peran pers sebagai media perubahan hukum dalam

masyarakat, tetapi tentunya tidak semua perubahan dapat diterima oleh seluruh lapisan

2 Irman Syahriar, Hukum Pers: Telaah Teoritis atas kepastian Hukum dan kemerdakaan Pers di Indonesia,
(Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), Him. 1
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masyarakat, dalam perspektif pemerintah ditekankan bahwa perubahan tidak boleh
mengganggu stabilitas dan untuk itu perlu diantisipasi melalui pembatasan hak-hak untuk
menyatakan pendapat dan mengeliminasi sejauh mungkin akses bagi masyarakat untuk
mendapatkan informasi merupakan cara paling efektif untuk melanggengkan kekuasaan
namun hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang mana masyarakat dengan
bebas menyampaikan masyarakat namun dengan diikuti dengan tanggung jawab yang
harus dipikul atas apa yang mereka sampaikan di muka publik. kebebasan pers dapat saja
pers merepresentasikan dirinya ke ruang publik, dan boleh memiliki berbagai tujuan dan
harapan, tetapi tujuan-tujuan dan harapan-harapan itu tidak boleh dikejar dengan
mengesampingkan kebenaran dan juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Melihat aspek jurnalistik, peneliti atau penulis akan menghubungkan fungsi pers
sebagai bagian dari perubahan hukum dalam masyarakat, dipisahkan dengan aspek
komunikasi dan dengan tetap menitikberatkan pada tanggung jawab media pers dalam hal
ini, maka dari itu Penelitian ini sendiri akan difokuskan mengenai tajuk rencana yang
membahas mengenai beberapa kasus besar serta kesalahan berita yang disampaikan serta
tanggung jawab media terhadap pemberitaan yang salah tersebut. Pers dapat dianggap
sebagai penyebab utama dari perubahan sosial, pers meskipun tidak dapat bekerja sendiri
dalam konteks sebagai media perubahan hukum dalam masyarakat, dan korelasi pers
dengan komunikasi ini sesungguhnya saling mengisi karena tujuan komunikasi, yaitu :

1. Perubahan sikap (attitude Change)
2. Perubahan pendapat (opinion change)

3. Perubahan perilaku (behavior change)

Xiv



4. Perubahan sosial (social change)

Namun, akibat begitu luasnya keistimewaan yang dimiliki oleh pers, belakang ini
kebebasan pers dikhawatirkan akan melampaui kebebasannya semisal dalam hal mengikis
nilai-nilai kepribadian bangsa sampai dengan menciptakan sesnsitifitas masyarakat akibat
tidak berimbangnya antara kebebasan dan tanggung jawab?®.

Komunikasi dapat memberikan kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan
program-program pembangunan nasional disetiap negara. Komunikasi sebagai sumber
daya sama pentingnya dengan sektor-sektor lain didalam pembangunan bangsa, bahkan
kebijakan nasional yang dibangun diatas kebijakan sektoral juga tidak lepas dari kebijakan
dan perencanaan komunikasi. Oleh karena itu, konsultan komuikasi UNESCO yang
berkedudukan di Afganistan Ely D. Gomez menyebut komunikasi sebagai sumber daya
harus diberi kedudukan yang sama dengan sumber daya pembangunan lainnya dalam
penetapan kebijakan suatu negara. Gomez lebih jauh melihat bahwa komunikasi memiliki
potensi yang sangat vital dalam mengemban tugas-tugas dalam perubahan sosial, terutama
dalam mendorong proses percepatan alih teknologi dan upaya peningkatan partisipasi
masyarakat®.

Namun, Dewasa ini banyak kasus yang rupanya banyak memberitakan hal yang
salah atau yang sekarang sering disebut dengan berita Hoax atau yang berarti pemberitaan
palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti halnya pemberitaan tentang terjadinya
kasus bom yang terjadi di daerah Sarinah, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016.

Disini salah satu pemberitaan terjadi disalah satu media online yaitu pada media sosial

3 Armansyah, Pengantar Hukum Pers, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), him. 31
4 Hafied Cangara, Perencanaan & Strategi Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him. 10
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Twitter yang diberitakan oleh salah satu media besar Indonesia yaitu TV One, dalam
akunnya @tvOneNews, TV One menginfokan selain Sarinah, ledakan bom juga terjadi di
3 lokasi lain. Ketiganya adalah Slipi, Kuningan, dan Cikini, yang pada nyata hanya terjadi
didaerah Sarinah saja, ini dikonfirmasi oleh Divisi Humas Mabes Polri, menurut akun
Divisi Humas Mabes Polri, @DivHumansPolri, ledakan hanya terjadi di Sarinah®, yang
oleh akibat kesalahannya TV One ramai diolok-olok oleh masyarakat.

Hal ini dapat juga berarti kelalaian atau kurangnya Kketilitian dari pihak
wartawan/pers TV One yang menyebabkan tersebarnya berita yang salah dan juga banyak
media asing yang mengutip berita dari TV One yang akhirnya ikut terkena imbasnya yaitu
diolok-olok oleh masyarakat luas karena kesalahan informasi yang didapat, media asing ini
bukan media asing yang sembarangan atau boleh dibilang media asing yang cukup besar
namanya dalam dunia pers dan media yaitu seperti BBC News.

Banyak pula pemberitaan yang menghasut masyarakat untuk menyudutkan
golongan, agama atau pihak tertentu yang sebetulnya itu merupakan kesalahan atau
pelanggaran dalam dunia media pers / jurnalistik. Ini dapat merugikan pihak yang
disudutkan melalui pemberitaan tersebut, karena pers adalah sebagai pembentuk pendapat
umum oleh karena itu media pers haruslah netral, dimana yang dimaksud dengan pendapat
umum (public opinion) dalam dunia jurnalistik atau media pers merupakan suatu pendapat
yang dinyatakan, atau pendapat yang telah “dibuat umum” sehingga diketahui oleh
masyarakat ramai.® Ini tidak bagus untuk perkembangan mental dari masyarakat itu sendiri

yang akan gampang disetir dan dihasut oleh berita yang sebenarnya salah oleh karena itu

5 Merdeka.com, “Sebar hoax soal bom sarinah, TV One dibully netizen”, diakses dari
http://www.merdeka.com/teknologi/sebar-hoax-soal-bom-sarinah-tv-one-dibully-netizen.html, 17 May 2016
Pukul 10:44 AM

5Asep Saeful Muhtadi, Pengantar IImu Jurnalistik, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016), him. 37.

XVi


http://www.merdeka.com/teknologi/sebar-hoax-soal-bom-sarinah-tv-one-dibully-netizen.html

disini media bertanggung jawab atas perkembangan kecerdasan mental masyarakat dalam
mencerna suatu informasi, karena salah satu syarat bangsa yang maju adalah dengan
adanya masyarakat yang melek informasi dan paham serta mampu memfilter informasi
tersebut dengan benar jadi tidak terjadi kesalah pahaman dalam mencerna dan mengerti
sebuah informasi. Seperti contohnya pemberitaan yang menghasut golongan atau orang
tertentu adalah saat adanya sebuah media cetak menerbitkan berita mengenai Presiden
Joko Widodo atau yang akrab disebut Presiden Jokowi yang dimana berita itu diterbitkan
berbentuk tabloid yang bernama “Obor Rakyat™ dimana berita itu dinilai menghina dan
menjelekan nama Jokowi, itu terjadi pada saat masa kampanye untuk pemilihan presiden
tahun 2014-20197 yang mana ini dikecam oleh banyak kalangan masyarakat khususnya
kubu atau masyarakat yang pada saat itu membela atau mendukung Joko Widodo pada
masa kampanye tersebut dan masih belum ada kesadaran atas kepastian hukum mengenai
beberapa kasus atau permasalahan yang tadi diatas sudah dijabarkan, maka dari itu
sebenarnya masalah ini tidak bisa dipandang sebelah mata atau masyarakat berperilaku
acuh tak acuh, karena masalah ini adalah masalah yang cukup atau mungkin penulis bisa
bilang penting karena media pers adalah salah satu aspek penting dalam pencerdasan
masyarakat luas dan pada umumnya yang dikarenakan gampang diakses dan dapat
dinikmati secara mudah dan cepat beda halnya seperti ilmu atau informasi yang didapat
melalui buku pelajaran atau pendidikan yang dimana tidak dapat dinikmati secara mudah
oleh semua kalangan yang dimana pada prakteknya pendidikan tidak bisa didapatkan
secara mudah dan murah atau mungkin gratis yang dimana seharus semua masyarakat

harus mendapatkan pendidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, oleh

" Kompas.com, “Kampanye hitam obor rakyat”, diakses dari
http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3119/1/kampanye.hitam.obor.rakyat, 18 Juni 2016 Pukul 14.30 PM
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karena itu media adalah satu-satunya sarana masyarakat mendapatkan informasi dan
pendidikan secara gratis dan mencerdaskan bagi masyarakat luas yang tidak bisa
mendapatkan informasi dan pendidikan secara gratis atau murah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengingat pada prakteknya, banyak
permasalahan yang timbul akibat pemberitaan yang salah dan berlebihan atau
menyesatkan. Untuk itu penulis menetapkan judul : “Peran Dan Tanggung Jawab Media
Dalam Membuat Berita Yang Berlebihan Ditinjau Dari UU No. 40 Tahun 1999 Tentang

Pers”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang
menunjukan tentang permasalahan yang akan diteliti, mengingat masih kurangnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberitaan yang jujur, benar dan netral, oleh
karena itu penulis menetapkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab media terhadap pemberitaan yang salah dan
menyesatkan?

2. Bagaimana tanggung jawab media terhadap pemberitaan yang salah dan
berlebihan, bila dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun

1999 tentang Pers?

1.3 Tujuan Penelitian
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Bagian ini, penulis menguraikan tentang tujuan yang ingin dicapai terhadap masalah
hukum yang berkaitan dengan permasalahan penyebaran berita yang salah dan berlebihan
ataupun menyesatkan. Adapun tujuan penelitian proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab yang diberikan media terhadap

kesalahan berita serta solusinya.

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang didapat jika terjadi kesalahan ataupun

kelalaian terhadap pemberitaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berguna baik secara teoritis
maupun praktis, yaitu :
1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikam sumbangan pemikiran

bagi pengembangan konsep-konsep penelitian individu (penulis), maupun lembaga

pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang.

2. Secara Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi responden (pihak
lain); peneliti, dan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah mapun
masyarakat agar lebih tegas dalam memproses dan menilai sebuah berita yang
diberikan oleh media, sebagai usaha perbaikan pemberitaan yang diberikan media

serta sebagai usaha mencerdaskan bangsa.
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1.5 Sistematika Penelitian

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Fakultas hukum Universitas Pelita Harapan
Tangerang, dalam penulisan karya ilmiah berupa proposal skripsi terdiri atas 5 bab,
kemudian diuraikan dari bab | sampai bab V, sehingga isi dari skirpsi tersebut dapat
dipertanggung jawabkan secara baik dan benar.

Adapun sistematika penulisan atau penelitian dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab | : Pendahuluan, dalam hal ini dikemukakan tentang : latar belakang
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode
penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Il : Tinjauan Teoritis, pada bagian ini akan dijelaskan tentang : tanggung
jawab media terhadap penyebaran dan pemberitaan yang salah dan
berlebihan ataupun menyesatkan, hubungan tanggung jawab media dengan
Kode etik jurnalistik dan pasal-pasal UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers,
serta mengetahui akibat hukum terhadap tanggung jawab media dalam
pemberitaan.

Bab I11: Pokok Bahasan, tentang Tanggung jawab media terhadap penyebaran dan
pemberitaan yang salah dan berlebihan ataupun menyesatkan, hubungan
antara tanggung jawab media dengan kode etik dan dasar hukumnya, serta
akibat hukum vyang terjadi mengenai tanggung jawab media dalam
kesalahan dan kelalaiannya.

Bab IV: Hasil bahasan dari bab 11l dihubungkan dengan Undang-undang No. 40

Tahun 1999 Tentang Pers
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